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RINGKASAN

Notaris merupakan seorang pejabat umum sesuai dengan yang diatur pada

Pasal 1 angka 1 UUJN. Dengan melihat Notaris sebagai seorang pejabat umum

maka Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada diri

Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah melakukan legalisir. Legalisir

merupakan perbuatan oleh Notaris untuk membubuhkan cap atau stempel, paraf

dan tanda tangan pada fotokopi yang dilakukan dari surat aslinya. Notaris dalam

kewenangan untuk melakukan legalisir hanya menjamin kepastian hukum

berdasarkan kebenaran formil yang diserahkan oleh pemohon legalisir. Pada

kewenangan untuk melakukan legalisir oleh Notaris, Notaris tidak memiliki

kewajiban untuk mencari kebenaran materiil dari pemohon legalisir, melainkan

hanya sebatas pada kebenaran formil yaitu berupa formalitas-formalitas yang

diberikan oleh pemohon legalisir.

Notaris sebagai pejabat umum juga harus bertanggung jawab atas setiap

kewenangan yang dimilikinya karena kewenangan dari Notaris dapat berakibat

pada hilangnya hak seseorang. Pada kewenangan legalisir, Notaris berkewajiban

untuk melakukan fotokopi mandiri dari surat aslinya sebagai bentuk penerapan

prinsip kehati-hatian dari diri Notaris. Notaris juga dapat memberikan tanda atau

ciri pada mesin fotokopi milik kantor Notaris sebagai pembuktian bahwa hasil

fotokopi yang dilegalisir benar merupakan produk dari kantor Notaris tersebut.

Ketika seorang pemohon legalisir memberikan dokumen palsu kepada seorang

Notaris untuk dilegalisir maka pemohon legalisir tersebut bertanggung jawab atas
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dokumen palsu yang diberikan tersebut. Hal ini menjadi bentuk perlindungan

hukum bagi diri Notaris dalam kewenangannya untuk melakukan legalisir.
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ABSTRAK

Legalisir merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang memastikan atau
menyatakan bahwa fotokopi suatu dokumen dilakukan berdasarkan surat aslinya
sehingga fotokopi tersebut memiliki isi yang sama dengan surat aslinya. Notaris
memiliki kewenangan untuk melakukan legalisir terhadap setiap dokumen yang
diberikan oleh pemohon legalisir. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah
metode yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-
bahan hukum. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak
mengatur secara lengkap dan jelas terkait kewenangan legalisir oleh Notaris.
Tidak lengkapnya pengaturan terhadap kewenangan Notaris untuk melakukan
legalisir terlihat pada tidak adanya pengaturan yang mengatur terkait susunan
kalimat pada cap atau stempel Notaris yang akan dibubuhkan pada fotokopi selain
paraf dan tanda tangan oleh Notaris. Notaris menjamin kepastian hukum legalisir
berdasarkan kebenaran formil yang diajukan oleh pemohon legalisir melalui
formalitas-formalitas yang diberikan kepada Notaris yaitu fisik asli dokumen.
Ketika dokumen yang diberikan oleh pemohon legalisir palsu maka menjadi
tanggung jawab pemohon legalisir atas penggunaan dokumen palsu tersebut.

Kata Kunci: legalisir, kebenaran formil, dokumen.
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ABSTRACT

Legalized is one of the needs of the community that ensures or states that a
photocopy of a document is made based on the original document so that the
photocopy has the same content as the original document. Notary have the
authority to legalize every document provided by the applicant for legalize a
document. The type of research method used is the normative legal method using
a literature study of legal materials. That Law Number 30 of 2004 concerning the
Position of Notaries which has been amended by Law Number 2 of 2014 does not
regulate completely and clearly regarding the authority of legalize by Notary. The
incomplete regulation of the authority of Notary to legalize can be seen in the
absence of regulations governing the arrangement of sentences on the Notary's
stamp or seal that will be affixed to the photocopy other than the initials and
signature by the Notary. Notary guarantee the legal certainty of legalize based on
the formal truth submitted by the applicant for legalize through the formalities
given to the Notary, namely the original physical document. When the document
provided by the legalize applicant is fake, it is the responsibility of the legalize
applicant for the use of the fake document.

Keywords: legalize, formal truth, document.
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